PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN LARANGAN

MEMBUANG SAMPAH DI TEMPAT YANG DILARANG DI TINJAU

DARI PASAL 38 ANGKA 1 JO. PASAL 39 AYAT (1) PERATURAN

DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG





A. Latar Belakang Masalah
Sampah merupakan salah satu dari berbagai banyak faktor yang
menyebabkan pencemaran lingkungan. Masalah terkait sampah ini
merupakan masalah yang tidak ada hentinya dari dulu hingga sekarang yang
sulit untuk di selesaikan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota
Samarinda. Setiap harinya bahkan setiap jam masing-masing orang pasti
menghasilkan sampah dari sampah plastik, sampah organik, dan sampah
rumah tangga.
Kota Samarinda merupakan Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang
juga memiliki masalah yang cukup di soroti dalam hal pencemaran.1
Masalah pencemaran di Kota Samarinda belum teratasi seutuhnya, dimana
penyebab dari pencemaran tersebut ialah sampah dan dampak dari
pencemaran tersebut yang sering terjadi dari tahun ke tahun ialah
permasalahan banjir yang melanda sebagian besar kotanya.
Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini telah membuat aturan secara
jelas mengenai larangan membuang sampah di tempat yang di larang beserta
sanksi bagi pelangarnya. Aturan mengenai larangan tersebut termuat di dalam
1 Rofandy, Upaya Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Karang
Mumus di Kecamatan Kota Samarinda, http://ejournal.an.fisipunmul.org, diakses tanggal 20
Maret 2018.
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Pasal 38 Angka 1 Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda
No.02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa :
Pasal 38 angka 1
“Setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang membuang,
menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau,
taman, sungai, saluran fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis”.
Pasal 39 ayat (1)
“Siapapun0dilarang0membuang sampah di jalan umum, tempat-tempat
umum, selokan-selokan, sungai ataupun tempat-tempat yang lain yang bukan
tempat untuk membuang sampah”.
Berdasarkan aturan di atas menjelaskan bahwa setiap orang dilarang
untuk membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di
tempat-tempat atau fasilitas umum seperti di jalan, selokan, taman, sungai,
jalur hijau dan tempat-tempat atau fasilitas umum lainnya yang sejenis
kecuali TPS. Apabila terjadinya suatu pelanggaran membuang sampah di
tempat yang telah di larang sebagaimana termuat di dalam Pasal 38 Angka 1
Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda No.02 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Sampah, maka dikenakan sanksi bagi pelaku
pelanggaran tersebut yang dimana termuat di dalam Pasal 47 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda No.02 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa :
(1) “Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 diancam
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dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp.Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah)”.
(2) “Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi
yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diancam dengan
pidana kurungan paling 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah)”.
Berdasarkan aturan di atas pada pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa
sanksi yang diatur dalam pasal tersebut dapat di gunakan untuk menjatuhkan
sanksi bagi pelanggar pasal 38, 39 dan 40 Perda Kota Samarinda No.02 tahun
2011 tentang pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya ialah pelaku yang
melakukan pelanggaran membuang sampah di tempat yang dilarang. Pada
pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa sanksi yang diatur dalam pasal tersebut
hanya dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar yang
membuang sampah di tempat yang dilarang. Kesimpulan dari pasal tersebut
bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran yaitu membuang,
menumpuk, atau menyimpan sampah di tempat yang dilarang atau di tempat
yang tidak diperuntukan untuk membuang sampah maka diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah).
Kurangnya kesadaran dari Penduduk Kota Samarinda akan pentingnya
membuang sampah di TPS sulit untuk menciptakan lingkungan yang bersih
dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga masih banyak sekali
pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan, riset Dinas Pertamanan dan
Kebersihan yang sekarang telah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup
4
Kota Samarinda, menyatakan bahwa tingkat kesadaran warga Kota
Samarinda akan membuang sampah pada tempatnya hanya mencapai
rata-rata 40%. Rata-rata tersebut jauh tertinggal jika di bandingkan dengan
daerah lain di pulau Jawa seperti, Bandung dan Surabaya kesadaran
warganya dalam membuang sampah pada tempatnya sudah mencapai 80%.2
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kurangnya kesadaran dari
Penduduk Kota Samarinda akan pentingnya membuang sampah di TPS untuk
menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran lingkungan
sehingga masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Hal tersebut di
buktikan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat
yang telah melakukan pelanggaran membuang sampah di tempat yang di
larang dan hal tersebut juga dibuktikan dengan data dari Dinas Lingkungan
Hidup Kota Samarinda pada bulan Desember tahun 2018, telah terjadinya
suatu pelanggaran membuang sampah di tempat yang di larang pada saat di
lakukannya operasi yustisi di lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota
Samarinda dan Satpol PP Kota Samarinda.3 Dalam operasi yustisi yang
dilakukan terdapat tujuh pelaku yang di dapat melakukan pelanggaran yaitu
dengan membuang sampah berupa 1 kantok plastik bahkan 1 karung yang
berisikan sampah rumah tangga yang di buang di tempat-tempat atau fasilitas
umum yang bukan tempat untuk membuang sampah. Pelaku yang di
dapatkan tersebut di proses di persidangan. Pada persidangan para pelaku di
2 Kaltim Post, Dorong Masyarakat Sadar Sampah, http://kaltim.prokal.co.html, diakses tanggal
15 Maret 2018.
3 Hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran dan data dari Dinas
Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang telah penulis olah, pada tanggal 23 Desember 2018.
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jatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp.48.000,00 (empat puluh delapan
ribu rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
Terjadinya pelanggaran membuang sampah di tempat yang di larang
berdampak pada pencemaran lingkungan dan banjir yang melanda Kota
Samarinda, hal tersebut cenderung disebabkan karena lemahnya penegakan
hukum di wilayah Kota Samarinda yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum selama ini, sehingga pelanggaran ini terus terjadi dan dikhawatirkan
akan memiliki dampak yang lebih buruk lagi.
Berdasarkan data yang telah di uraikan di atas, bahwa hal tersebut
membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan
hukum yang dilakukan pemerintah atas pelanggaran terhadap pelaku
membuang sampah di tempat yang dilarang dan kendala apa saja yang di
hadapi pemerintah dalam penegakan hukum tersebut, untuk itu penulis
mengangkat judul skripsi mengenai “Penegakan Hukum atas pelanggaran
terhadap larangan membuang sampah di tempat yang di larang di
Tinjau dari Pasal 38 Angka 1 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah
Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penegakan Hukum atas pelanggaran larangan membuang
sampah di tempat yang di larang di Tinjau dari Pasal 38 Angka 1 Jo.
Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Sampah ?
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2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum atas
pelanggaran larangan membuang sampah di tempat yang di larang ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang di kemukakan di atas,
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penegakan Hukum atas pelanggaran
terhadap larangan membuang sampah di tempat yang di larang di Tinjau
dari Pasal 38 Angka 1 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang di hadapi dalam
penegakan hukum atas pelanggaran terhadap larangan membuang
sampah di tempat yang di larang.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, adapun manfaat dari
penelitian ini ialah sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis
sekaligus mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai
apa yang telah di teliti serta penelitian ini dapat memenuhi syarat
kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
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2. Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini, harapannya dapat memberikan wawasan dan
bahan ilmu pengetahuan serta masyarakat dapat mengetahui dan
memahami bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran terhadap
larangan membuang sampah di tempat yang di larang
3. Bagi Pemerintah
Hasil dari penelitian ini, harapannya dapat memberikan kebijakan dan
pandangan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar dapat melakukan
Penegakan Hukum atas pelanggaran larangan membuang sampah di
tempat yang di larang lebih baik lagi
E. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, adapun dari penelitian ini
ialah sebagai berikut :
1. Untuk di jadikan sebagai acuan bagi para akademis dalam praktek belajar
dan mengajar demi membangun keilmuan dalam bidang hukum
lingkungan khususnya di bidang pengelolaan sampah yang lebih maju
2. Untuk di jadikan sebagai bahan referensi bagi peniliti selanjutnya untuk
mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai
penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah di




Metode pendekatan yang digunakan didalam penyusunan penelitian
hukum kali ini ialah menggunakan metode penelitian hukum yuridis
sosiologis, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata
masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk
menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada
akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di
wilayah hukum Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Alasan
pemilihan lokasi penelitian di Samarinda ialah Pemerintah Kota
Samarinda dalam hal mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi
pelaku pelanggaran membuang sampah di tempat yang dilarang telah
termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Sampah tetapi berdasarkan fakta di lapangan masih
terdapat pelaku yang masih melakukan pelanggaran membuang sampah
di tempat yang dilarang seperti di pinggir jalan, selokan, sungai dan
fasilitas umum lainnya yang bukan tempat untuk membuang sampah.4
Hal tersebut berdasarkan hasil pengamatan dari penulis pada tanggal 12
4 Hasil pengamatan penulis, pada tanggal 12 Juni 2018.
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Juni 2018 di beberapa titik jalan di Kota Samarinda. Dalam hal ini
nampak bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran
membuang sampah di tempat yang dilarang.
3. Sumber data
Sumber data yag digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi
penelitian yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
dan SATPOL PP Kota Samarinda setelah melakukan wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang di teliti;
b. Data Sekuner, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan berupa
buku-buku, jurnal ilmiah hukum, situs internet, peraturan
perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait
mengenai masalah pelanggar yang membuang sampah di tempat
yang dilarang.
4. Teknik Pengumpulan data
Dalam penulisan tugas akhir dibutuhkan saran untuk menemukan
dan mengetahui dan mendalam megenai gejala-gejala tertentu yang
terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dari tugas akhir
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak
lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka
penulis melakukan teknik pegumpulan data yang berupa :
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a. Observasi
Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung
untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi permasalahan
yang akan diteliti. Data tersebut digunakan metode atau cara-cara
menganalisis serta mengadakan pencatatan secara sistematis melalui
tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau
kelompok secara langsung. Observasi ini bertujuan untuk menjawab
masalah dalam penelitian ini dengan mengetahui bahwa benar
adanya pelanggaran terhadap masyarakat Kota Samarinda yang
membuang sampah di tempat yang dilarang.
b. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang
dilakukan secara langsung . Responden yang dimaksud dalam hal ini
ialah sebagai berikut :
1) Rahman Hakim selaku Staff Penegakan Hukum Dinas
Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
2) Andi Munarfah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
3) Ibunga Selaku masyarakat yang melakukan pelanggaran;
4) Kadian selaku masyarakat yang melakukan pelanggaran;
5) Suwandi selaku masyarakat yang melakukan pelanggaran;
6) Marliyanti selaku masyarakat yang melakukan pelanggaran;
7) Hatdiani selaku masyarakat yang melakukan pelanggaran;
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c. Studi Dokumen
Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data
yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah
secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah
kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.5 Pada penelitian ini
metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa
dokumen yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan
Satpol PP Kota Samarinda..
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung
dari tempat penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, rekapitulasi, Berita Acara Pemeriksaan, dan sebagainya.
Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk
mendapatkan data-data tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota
Samarinda dan Satpol PP Kota Samarinda yang diperlukan oleh
peneliti Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh
informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh
informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari
dokumen yang ada pada informan dalam. Dokumen ini penulis
gunakan untuk mendapatkan data-data yang yang tersimpan dari
dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan
informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara
dan observasi.
5 Ridwan, 2006, Metode & Teknik Penyusunan Tesis, Bandung, Alfabeta, hal. 148.
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d. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi terhadap buku-buku, jurnal ilmiah hukum, situs
internet, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari
pihak yang terkait mengenai masalah pelanggar yang membuang
sampah di tempat yang dilarang.
Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan
pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari
berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan
digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan
prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh
dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, serta
sumber-sumber lain yang relevan.
5. Analisia Data
Data yang diperoleh selama proses penelitian baik primer maupun
sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan,
menguraikan, dan menggambarkan fakta-fakta, gejala, atau keadaan yang




Dalam Penulsan penelitian ini dig unakan sistematika pembagian
kedalam 4 Bab dengan masing-masing Bab terdiri atas sub yang bertujuan
untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan.
BAB II Tinjauan Pustaka
Berisi tentang teori-teori hukum sebagai bahan analisis dari
permasalahan yang dibahas oleh penulis yang menjelaskan mengenai tinjauan
tentang penegakan hukum, teori penegakan hukum, tinjauan tentang
pelanggaran, tinjauan tentang sanksi, tinjauan tentang sampah, dan tinjauan
tentang Peraturan Daerah.
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian
data-data dari penelitian terhadap permasalahan yang ada yaitu mengenai
penegakan hukum atas pelanggaran membuang sampah di tempat yang
dilarang dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum atas
pelanggaran membuang sampah di tempat yang dilarang, melalui pengkajian




Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan
yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan berisi saran tentang
permasalahan yang diteliti.
